BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI USAHA PENGAIRAN 3

A. Tinjauan dari segi bentuk perjanjian

Adanya undang-undang mu®amalah dalam Islam .
pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahte
raan manusia, memberikan kebebasan kepadanya'untuk'
berusaha dan memilih salah satu cara sebagai alﬁér
natif dalam pencarian kehidupan duniaﬁi, juga ber-
tujuan menghilangkan segala kesulitan dan untuk me -
Jaga dari segala perbuatan yang bathil dan haram.
Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk
mengadakan agad perjanjian dengan tanpa mensygfat—'
kan untuk melaksapakan bentuk atau sistem tertentﬁ.

~Hal ini dalam Islam mencakup segala aspek kehidu =
pan manusia untuk melakukan éqad perjanjian sesuai
dengah pelaksanaan adat istiadat manusia dimana.sa

ja berada,

Al- quran sebagai wahyu Allah yang terakhir‘,;
berisi firman-firman yang diturunkan kepada Rasﬁl-~
Nya, Muhammad S;a.w. merupakan kitab undang;undang
Yang abadi, mengungkapkan kaedah-kaedah kuliah dan
dan mendasar% memiliki déya tahan lama dan dapat

diterapkan pada tiap suasana dan lingkungan die
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masyarakat serta bersifat universal. Al- quran se=

bagai hukum Islam yang tertinggi telah memberikan
pijakan-pijakan dasar mengenai ketentuan-ketentuan
transaksi dalam melakukan mu'amalah, disebutkan da

lam al- quran
(braplDY) 3l Vgl \JJSL&»L—*

("Hai orang-orang yang beriman peliharalahe~

agad-agad itu").

Sedangkan pada ayat lain Allah SWT. meneran
kan bahwa manusia diperbolehkan mencari segala ben
tuk keuntungan dari usaha-usaha yang dapat mereka

lakukan. sebutkan dalam al- quran :

5550 ﬁub@ﬂﬂ‘w\%bfﬁw\um%t
(AAL) o Cn s L

("Hai orang-orang yang beriman, janganlah =
kamu saling memakan harta diantara kamu dengan
Jalan bathil, kecuali dengan jalan perniaga-
an yang berlaku dengan dasar saling rela"),

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

At- Thirmidzy menyebutkan sebagai berikut :
,gghbcdaéiapdlslllru1/¢ﬂLg;&wdlﬁe§ﬁyét_,¢ibh,Cré'
(Bde =iy ) oY —i%/ﬂ\w"‘-ﬁufbﬁ

(Jamaluddin Abu Bakar As-Syayuthi,I,tt:62)
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("Dari Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Rasuld
lah S.aw, telah bersabda: Galilah rizki dari
celah-celah bumin), '

Berdasarkan ketentuan ayat dan hadits ter-
sebut diatas, maka kerja sama dengan melakukan te-
rangaksi bagi hasil tanaman padi yang dilakukan di
desa Candi wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasu=-
ruan secara umum merupakan sebagian dari bentuk

perjanjian yang terdapat ketentuannya dalam syari-

tat Islam,

Awal mula se jarah perkembangan pembentukan
hukum Islam ternyata terdapat kecendrungan untuk
mengatur kerja sama bagi hasil dalam bidang per-

- tanian., Sehingga Nabi sendiri pernah menyerahkan
tanah Khoibar kepada orang Yahudi untuk melakukan
transaksi bagi hasil. Disebutkan dalam sebuah ha-

dits sebagai berikut:

- sy ddedlol e w_ﬁwmxw@bwoeu

gia 7l ot gl g Laldarots s sy b
(S \sdo)

(Imam Bukhori, II, tt. : 47)

("bari Ibnu Umar ra. bahwa sesungguhnya Ra-
sulullah S.a.w. memberikan tanah Khoibar kepa-
da orang-orang Yahudi agar mengerjakan tanah
tersebut dan menanaminya dan bagi mere mendapa
kan separo hasil yang dikeluarkan dari tanah
tersebutn) '

Juga dalam hadits lain disebutkan sebagai



berikut
[pars &W&UW/;\WM w"/,,-«ﬁ’u.)‘.bﬂr
byd\ s gl i 0 el A (WA ERY,
1@‘\"%"(5;"” A ,HQ%L,&Q&&LLAW/@JJL@‘?
. w@bw/ﬁ@j\% hg-lgs Yo ableile s S

(As- Son'ani, III, tt. : 78)

("Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah S.a.w
diminta orang-orang Yahudi supaya beliau mem=-
biarkan mereka menggarap ‘tanahnya dengan syara
bahwa mereka akan mendapat separo dari hasil
tanah tersebut (buahnya), maka Rasulullan men-
jawab: Kami perkenankan kalian menggarapnya de
ngan itu selama kami kehendaki, maka mereka te
tap padanya sehingga Umar ra. mengeluarkannya'

Hadits tersebut diatas tidak memberikan pen

jelasan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi da-
lam melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam per-
tanian secara detail., Padahal pelaksanaan transak-
si akan memberikan hubungan timbal balik yang ber-
upa hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak,
Begitu pula dalam pelaksanaan perjanjian bagi ha-

gil tanaman padi di desa Candi wates yang berdasar

kan kesepakatan dari kedua belah pihak,

b Oleh karena itu, apakah pelaksanaan transak
si kerja sama tersebut sesuai dengan prinsip-prin-

sip syaritat Islam ataukah sebaliknya, maka dalam
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hal ini akan diungkapkan lebih jauh tentang | pé-
laksaraan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari

usaha pengairan.sesuai dengan syari?at IslamQ,

rada prinsipnya s&ari'at Islam memberikan
"kelonggaran (kemudahan) kepada. pengikutnya pada sa
at menghadapi keadaan darurat atau ketika hajat (k
adaan yang memerlukan kelonggaran),

(Drs. Masjfuk guhdi, 1990 : 22).

Adapun tujuan utama dalam syarivat Islam
tidak léin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. -
umat manusia itu sendiri., Sedangkan dalam dunia
usaha yakni merupakan segala sarana yang dapat mem
permudah serta tidak akan menimbulkan bahaya keme-

laratan dipihak yang lainnya.

Dalam kaedah ushul fighiyah disebutkan se=-

bagai berikut. :

{"Menghindari mafsadah (mudarat) harus di-
dahulukan dari pada memperoleh keuntungan"),
(Drs. Masjfuk Zuhdi, 1989: 125).

Jadi ditinjau dari prinsip tersebut diatas,
maka pelaksanaaﬂ perjanjian kerja sama bagi hasil

tanaman padi dari usaha pengairan nampaknya tidak
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menyalahi isi dari pada prinsip tersebut. Oleh
karena itu ketentuan hukum pokoknya adalah boléh ’
seperti peristiwa yang pernah dilakukan pada zaman

Rasulullah S.a.w. yang berarti membolehkan.

walaupun demikian pelaksanaan perjanjian ba
gi hasil tanaman padi-dari usaha pengairan bukan“
berarti sejalan dengan sistem kerja sama dalam ben:
tuk muzaro'ah, mukhobéroh maupun musaq oh, yang fe
lah dimaklumi kebolehannya oleh jumhur ulama“, se-W;
bab dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanaman»
padi dari usaha pengairan terdapat persyaratan yam;
berbeda dalam pelaksanaan muzaro'ah, mukhobaroh da |
musaqoh. pisampin itu pula, karena pefjanjian ﬁagi |
hasil tanaman padi dari usaha pengairan merupakan
transaksi kerja sama yang belum ada dimasa Rasulpl
lah S.a.w., waiaﬁpun'beliau pernah - . membolehkan.
umat Islam untuk melakukan bagi hasil dibidang per
tanian., Sekalipun sisten tersebut timbulnya seteld
Rasulullah wafat dan belum‘pernah»dipraktekkan be-
liau, selama tidak mengandung unsur yang berten ;,
tangan dengan syari'at Islam.maka.pada dasafnya hu-
kum dari segala sesuatu yang berpautan-dengan l'na.s--~
alah keduniaan;adalah boleh., Dalam kaedah uéhul

fighiyah dnnyatakdn :

L@,@@, JJJJJ,L: ORI s@i\é&d !
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("Pada dasarnya segala sesuatu /‘ﬂ perbuatan -
boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan kehara-
mannya'), |

(Drs. Masjfuk guhdi, 1989: 55)

Disamping itu, sesuatu perbuatan yangb su-
dah menjadi hukum adat atau adat kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar'hu€'f
kum. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul fighiyah :
> a é)\ @A\ : s

("Adat Kebiasaan itu bisa diakui sebagai da-

sar hukum"),

(Drs. Masjfuk Zuhdi, 1989: 123),

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian baj
gi hasil tanaman padi dari usaha pengairan sebagai
mana tersebut diatas diperbolehkan, dengan ketentu
an selama adat kebiasaan atau hukum adat itu ti;
dak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam ale-

quran dan sunnah Rasul.

B. Tinjauan dari segi pembagian

"Sebagaimana telah dijelaskan pada bab ter-
dahulu bahwa pembagian keuntungan dalam transaksi
perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha peng
airan berdasarkan atas agad sebelumnya, yaitu se=

persepuluh (1 : 9) dari hasil yang dikeluarkan,sa .
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tu untuk buruh tani dan sembilan bagian untuk pe-'

.tanl.

Pada dasarnya»dalam‘lslaﬁ masalah pembagiaﬁ.
keuntungan dalam bagi hasil ini berdasarkan keéepa
kan bersama antara kedua belah pihak yang mengikéf
kan diri dalam perjanjiah, dan pembagian keuntunge"u”
an ini harus dujglaskan sebelumnya (padavwaktultér”
jadinya agad). Menurut Ali Pikri dijelaskan seﬁa-
gai berikut : |

1. Pembagian atau bagi hasil itu harus disebutkan
pada waktu aqéd
2. Hasilnya untuk kedua belah plhak yang menglkatah.

kan diri dalam perjanjian..

3. Kedua belah pihak penerima pembaglan dari Jenls. "”‘

yang sama.
4, Pada saat pembagian hasil harus diketahui seca=
ra jelas oleh kedua plhak _ “A
5. Bagian hasil dari kedua pihak harus ada jumlah-
nya, misalnya 1/2, 1/3 dan sebagalnya.» “_
6. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan kepada.i: v
salah satu pihak.gifi bagian hasil yang diper °i '
oleh. | | -
(Ali Fikri, 1938: 146), 7 _
V Tentang bagién'mésing~masing pihak, .Iélam,

tidak memberikan ketentuan secara terperinci, se-
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bab nhal ini termasuk urusan duniawi yang kemungki-

nan besar antara yang satu dengan yang lainnya, ba
ik dalam sistem pengelolaan maupun sistem pemeliha
raannya yang berakibat perbedaan sistem perjanjian

nya., Hadits Nabil menyebutlkan sebagai berilut
: (Lﬁywd.i:%@;l\;bwiywh 9 bl e,
W}swwwﬂu ploalll__aii gg,ﬂm;meL" b 54
& Lol el 260K i 03 K0St
(Imam Muslim II, II, tt. : 349.

("Dari Aisyah ra, dan dari Tsabit, dari
Anas, bahwa Rasulullah S.a.w. telah bertemu de
ngan sekelompok masyarakat yang mengawinkan bu
ah, maka Rasulullah bertanya: Seandainya yang
kamu lakukan itu demi kesuburan buah, lalu sa-
hatat Anas menjawab: Hal ini menjadikan buah-
sangat baik, pada kesempatan yang 'lain Rasulul
lah juga bertemu dengan sekelompok masyarakat,
kemudian beliau bertanya pula: Apa yang kamu
lakukan terhadap buah kurmamu itu ? Dicerita -
kan bahwa buah kurma yang ini dikawinkan denga
buah kurma yang lain, sehingga menjadi baik ha
silnya, sepontan Rasulullah menjawab: Kamulah
yang lebih mengetahui tentang urusan duniamu").

Dalam hal perjanjian bagi hasil Nabi memang
pernah melakukannya dengan pembaglan masing-masing
mendapat separo. Hal ini disebutkan dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah
bt f\m*ﬁ ddealo B @5 olasi\ g
(A le Al o il i
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("Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi S.a.w.
telah menyerahkan Khoibar, yaitu tanah dan jaleRs
hon kurma dengan (syarat) bagi hasil, masing-
masing mendapat separc").

(As- Syaugany, IV, Terjemahan, A, Qodir Wasan
dkk., 198%: 1850).

Hadits tersebut diatas tidak berarti,bzhw a

setiap perjanjian bagi hasil itu pembagian kagili

Keuntungannya harus Sparo-separo. Dalam hadits ter
sebut hanya menyebutkan rembagi®n hak 2tas Keuntuye
ngan saja, tidax menvebutkan pembagian masing- ma-

sing pihak. Fadahan dengan diadakannya suatn DEtw

janjian bagi hasil antara vetani dengan burub tani

akan mevimbulkan hal dan Kewajiban bagi kedua be-
lah pihak, scbab perjanjian itu merupakan siste
perjanjian timbal balik, maka sebagal landasannya
dalam mengatur segala bentuk sistem perjanjian ada
lah kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan
diri dalam perjanjian tersebut dengan ketentu-
an rtahwa syarat-syarat yang ditetapkan tidak ber-
lawanan dengan prinsip-prinsip syaritat Islam. Di

Jelaskan dalam hadits Nabi sebagai berikut :

Oshedls b‘lf»j—»’;'_yjuﬁ;»u@yn Ao Sl Al
(dﬁﬂdﬁa"5Jﬁb;J\4}/>Lﬁ;ﬂi;ﬁ;vgtybbri;‘gyiﬂg\fVJ;%fvéJ*b
(25~ sontaps ., TIT, tt. 59 ).

("Perdamaian itu halal antara kaum muslimin
kecuall perdamaian yang mengharamkan yang ha-
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lal atau'menghalalkan yang haram, Dan kaum
muslimin wajib berpegang dengan syarat- syarat
mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamka
yYang halal atau menghalalkan yang haramv).

v

berperinsip pada keadilan serta kesucian. Dengan

Oleh karena itu dalam bermu'amalah, Islam

berpegang pada prinsip-prinsip tersebut maka kese-
imbangan antara hak dan kewajiban serta menghorma=
ti hak orang lain akan senantiada terjaga dan ter-
pelihara. Misalnya ayat al- quran yang menyatakan

tentang prinsip keadilan
(56=29 té‘yﬁ;l@étﬁf‘? QW’A)J@ L f{!/l sl
(3 Y G Tl Sl il Sl

("Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlakuy
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada ka-
um kerabat. Dan Allah melarang perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan., Dia memberi penga=~
Jaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pela-
Jarann),

Juga tentang prinsip kesucian, disebutkan -

dalam al- quran :

BB A D, i, oty
(g all ) Qﬁ,g_&gb‘;ré”{p Uwﬁl_‘J‘wb«sL@)

("Dan janganlah kamu memakan harta sebagian
yang lain diantara kamu dengan jalan bathil da

janganlah kamu membawa urusan harta itu pada
hakim, supaya kamu mendapat makanan sebagian
dari harta benda orang lain dengan jalan ber-
buat dosa, padahal kamu mengetahuin),
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Dari_ayat-ayat diatas menunjukkan bzhwa se-
tiap orang dituntut untuk senantiasa berbuat keba-
jikan dengan berbagai cara, dan berlaku adil dalam
berbagai hal serta dilarang untuk berbuat bathil,
termasuk dalam hal pembagian hasil keuntungan (usa

ha) dalam perjanjian bagi hasil.

Jadi pembagian hasil usaha dalam sistem ba-
g1 sepuluh sebagaimana tersebut diatas, yaitu satu
banding sembilan cukup seimbang antara petani dan
buruh tani, sebab pada prakteknya buruh tani tugas
nya hanya mengairi, membuat saluran air dan menga-
tur jalannya air sampai masz2 panen, sedangkan bi-
bit, penanaman dan lain sebagainya dilakukan oleh
petani, baik dengan cara mengupah maupun dikerjaka
sendiri. Dengan demikian berarti, pembagian hasil
tersebut tidak berfentangan dengan prinsip-prinsip
keseimbangan dan keadilan, sebagaimana yang disya-

ritatkan dalam JIslam,

Tinjauan dari segi maslahah dan mafsadahnya

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usa
ha pengairan ini banyak membawa maslahah. Diantara
nya, dapat meningkatkan tarap hidup yang asal mula
nya hidup pas-pasan menjadi meningkat ketarap hi-
dup yang serba berkecukupan, dan juga dapat memba-

wa kesejahteraan diantara mereka (petani dan buruh
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tani) yang melakukan'perjanjian bégi hasil terse =
but. Bahkan bermanfaat pula bagi binatang-binatang
yang ﬁémakannya, oleh karena itu Nabi Mﬁhammad‘uSAl
a.w. menyuruh umatnya untuk melakukannya. Dijeléé-u
kan dalam hadits Nabi yang diriWayatkan Imam Bukho '

ri dari Anas ra. sebégai berikut S

SLbIAE wa sl i e i il
| éﬁiAaao&réﬂé;ﬂg‘;Ld}€F{9k»::;

(Imam Bukhori, ITI, tt. : 45), o

("Tak ada seorang muslim yang menanam tanas<
man atau membuka lahan pertanian, kemudian ada -
burung atau manusia atau binatang ternak mema-
kannya, kecuali banginya itu sedekah").

Hadits diatas menerangkan bahwa dalam per- .

jenjian bagi hasil pertanian banyak membawa kemase
lahatan diantara sesama muslim, dimana yang satu
tidak mempunyai lahan pertanian, sedangkan yang ..
lainnya mempunyai lahan pertanian yang luas, akan

tetapi tidak dapat mengerjakan dan mengairi sendi-

ri, maka dalam Islam membolehkan kerja sama dengan‘s:wm

sistem bagi hasil tanaman padi dari usaha‘pengair¥_f
an sebagai upaya atau bukti pertalian diantara me- ..
reka (petani dan buruh tani) yang melakukén_ per—

janjian.

Sedangkan segi méfsadahnya dalam perjanjian
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bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan ini

Jika terjadi kegagalan dalam panen disebabkan bu=-
kan karena unéﬁr kesengajaan mereka, mélaipkan ka-
rena faktor diluar Kemampuannnya, misalnya pad i
teréerang penyakit hama wereng atau yang lainnya ,
yang menyebabkan padi rusak, maka resiko sepenuh’-
nya ditanggung petani (pemilik sawah), sebab di=
samping dia menanggung kerugian yang sangat besar,
dimulai dari pembiyayaan, mengerjakan sawah, pem =
bibitan, penanéman, pembersihan rumput dan pemupu-=

kan -sampai musim panen, juga masih dituntut menge-

‘luarkan bagian tetap bagi buruh tani dengan keten-

tuan raté—rata dari hasil panen padi sebelumnya.

Bagian térsebut diambilkan dari hasil panen yan g
lain yang tidak terkena‘penyakit atau diiambilkan
padi simpanannya. Dengan demikian pihak petani ti-

dak memperoleh hasil, melainkan sebaliknya.

Dalam masalah perjanjian bagi hasil, kerugi
an'térsebut banyak mengakibatkan putusnya perjanji
an, kafena ada kesalahfahaman diantara kedua belaﬁ
pihak yang mengakipatkan perselisihan diantara me-

reka. Bagi hasil yang demikian ini dilarang oleh

_Rasulullah S.a.w., sebagaimana disebutkan dalan ha

ditsnya sebagai berikut :
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("Jika ini keadaan kamu, maka janganlah ka-

lian ulangi lagi (bekerja sama) dalam bertanim).

(As- Son'ani, III, tt.: 79).

Hadits tersebut diatas hanya menunjukkan adh
nya pelarangan atau pencegahan dari perselisihan ,
karena ada dua orang mendatangi Rasulullah S.é.w.
Jadi hadits tersebut tidak melarang dalam masalah
perjanjian bagi hasil (bekerja sama) dalam sfsfem
apapun selama tidak bertentangan dengan ‘syari°at

Islam,

Dengan demikian Islam telah menetapkan prin
sip=-prinsip bagi pengikutnya jang melakukan per-
jJanjian bagi hasil untuk tidak saling merugikan ,
baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal

ini disebutkan dalam kaedah ushul fighiyah
I8, 7.

("ridak boleh merugikan diri sendiri dan
tidak boleh merugikan orang lain®),

(M. Hasbi As- Shiddiqy, 1974: 173). -

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka
setiap orang yang mengaku beragama Islam yang meng

ikatkan dirinya dalam perjanjian bagi hasil ditun-



e -
. Y :
e,
.
[ o
. .
. .
<.
s
'
%
.
.
o .
.t
. 5
N A}
.




